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MOTO 

Bulan takan pernah menghilang, hanya akan bersembunyi sejenak dibalik awan. 

Begitu pula dengan harapan, kadang-kadang terlihat hilang, namun sebenarnya 

masih ada disana 

(tereliye) 
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ini dipersembahkan dan diperuntukan kepada orang-orang yang ku cintai dan 
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tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk 

menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho mu, amat dinantikan dengan penuh harapan. 
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RINGKASAN 

Nanda. 18 Desember 2023. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

KREDITUR ATAS OBJEK JAMINAN KARTU PLASMA SAWIT. Skripsi, 

program sarjana program studi hukum fakultas hukum universitas lambung 

mangkurat, 79 hlm. Pembimbing utama Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., 

M.Hum.  

pengaturan kartu plasma sawit dalam peraturan perundang-undangan. Kartu plasma 

sawit merupakan tanda kepemilikan kebun plasma sawit implementasi dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 

2022. Kemudian setelah kebun sawit telah berbuah sehingga dapat dipanen buah 

dan dijual maka perusahaan berkewajiban untuk membagikan dana bagi hasil panen 

sawit kepada masyarakat dalam bentuk fisik dan transfer terimplementasi dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023. Perkembangan 

pada sektor ekonomi terutama sektor industri, perdagangan, perseroan, dan lain-

lain memerlukan sebuah dana. Perkembangan sosial terutama dalam indeks 

pendapatan dari masyarakat desa yang terbilang cukup untuk makan sehari-hari. 

Dan perkembangan pada sektor politik yang mana saat ini barang seperti sandang, 

pangan, dan papan masyarakat yang masih belum bisa mencukupi. Sehingga 

masyarakat banyak yang menjual dan menjaminkan kartu plasma sawitnya 

menimbulkan perikatan antara kreditur dan debitur. perjanjian jaminan antara 

kreditur dan debitur harus memberikan para pihak perlindungan dan memberikan 

sebuah kepastian hukum demi melindungi kepentingan yang ada pada para pihak 

dalam perjanjian jaminan tersebut. Kategori yang masuk dalam jenis jaminan 

kebendaan salah satunya adalah gadai, gadai merupakan jaminan kebendaan atas 

benda milik debitur guna sebagai jaminan kepada kreditur. Adanya perjanjian 

jaminan dengan penyerahan objek jaminan menimbulkan adanya perikatan yang 

tidak dapat dipungkiri bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika tidak 

dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak. Ketika seseorang tidak memenuhi 

prestasinya dan objeknya itu adalah sesuatu yang baru maka kreditur akan kesulitan 

untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yakni melihat 

kekaburan hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Serta 

merekomendasikan dalam penjelasana di dalam pasal 21 Peraturan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 harus di pertegas dalam hal 

penerima kebun dan apakah boleh dialihkan status keanggotaannya.sesuai dengan 

sifat penelitiannya yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan 

konseptual. Untuk menganalisis isu hukumnya, dengan sumber hukum primer dan 
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sekunder, dengan teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumenter dan studi 

pustaka. Melalui analisis teks/isi berdasarkam logika dan argumentasi hukum. 

Perlindungan hukum terhadap kreditur jika terjadi wanprestasi. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 21 

(1) Kelembagaan Pekebun dibentuk melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan 

dengan pendekatan kelompok dengan mempertimbangkan kesamaan dalam tradisi 

dan/atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, kesamaan komoditas, status 

ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi. Dalam pasal 

tersebut kartu plasma sawit harus bergabung dalam kelembagaan terlebih dahulu 

namun Sebagai objek dari sebuah perjanjian kartu plasma sawit yang berada di 

kreditur, kreditur mempunyai hak dan kewajiban sehingga dia berhak 

mempertahankan benda yang berada ditangannya tersebut dalam sebuah hubungan 

perikatan. Dalam usahanya mendapatkan haknya bisa saja melakukan eksekusi atas 

jaminan dari debitur menurut kebiasaan-kebiasaan setempat. Menurut pasal 1155 

dan pasal 1156 KUHPerdata Dengan melakukan tuntutan ke persidangan hakim 

dapat mengabulkan untuk mengeksekusi barang gadai tersebut. Menurut 

KUHPerdata dilakukan dengan cessie yaitu dengan membuat akta autentik atau 

akta dibawah tangan, agar pengalihan itu menimbulkan akibat hukum kepada 

kreditur maka harus melakukan penyerahan dengan memberitahukan kepada 

debitor. Kreditur sendiri mempunyai hak kebendaan atas objek yang diserahkan 

debitur yang disebut droit de suite. Hal tersebut untuk memastikan 

legalitas/kepastian hukum bagi kreditur dalam memegang objek tersebut. Apabila 

debitur pemberi gadai wanprestasi, kreditur pemegang gadai dapat menuntut 

pembayaran sejumlah uang sesuai dengan yang tertera dalam surat-surat berharga 

atas pembawa tersebut dengan menyerahkan kembali kepada debitur yang 

bersangkutan. Tentang piutang-piutang yang diistimewakan pada umumnya 

menurut pasal 1131 KUHPerdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak 

maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada 

dikemudian hari,menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. dalam 

hal ini memiliki hak khusus yang diberikan langsung oleh undang-undang  privilegi 

itu diatur dalam pasal yang tertentu yaitu pasal 1134 ayat 1 KUH Perdata. Dari 

ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa hak 

gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan 

membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang, atau seorang pihak 

ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. ketika debitur 

melakukan wanprestasi atau tidak melakukan prestasinya baik yang tidak disengaja 

maupun yang disengaja maka barang tersebut bisa langsung bisa di eksekusi oleh 

kreditur dengan sah dimata hukum. Maka pengalihan kepemilikan kebun 

hendaknya di beri penjelasan kepada siapa saja yang berhak dan boleh dialihkan 

kepemilikan kebun tersebut. 
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ABSTRAK 

Pengaturang mengenai kebijakan kebun plasma sawit terimplementasi dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pertanian 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 

Tahun 2022. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 

sebagai dasar dana bagi hasil antara masyarakat dan perusahaan Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan penelitian yaitu guna mengetahui pengaturan kartu plasma 

sawit dalam peraturan  perundang-undangan dan keabsahan perlindungan hukum 

terhadap kreditur untuk melindungi hak atas jaminan Kartu Plasma Sawit. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-

undangan dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis 

Kartu plasma sawit sebagai objek perjanjian jaminan. Dalam sebuah jual-beli atau 

hutang piutang kartu plasma sering kali menjadi jaminan dari debitur, kartu plasma 

memamng memiliki nilai ekonomis dengan memiliki pendapatan  dari dana bagi 

hasil panen sawit, namun yang sering menjadi masalah adalah bagaimana 

eksekusinya ketika debitur wanprestasi. menurut pasal lainya diatur dala dalam 

pasal 1131 sampai 1149 KUHPerdata yaitu hak privelege Piutang-piutang  yang di 

istimewakan pembayarannya harus didahulukan dari pada  piutang-piutang 

lainya1155 dan 1156 kuhperdata tetap bisa dijadikan jaminan dan tetap 

memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dengan memberikan hak 

eksekusi. Guna meminimalisir resiko yang timbul maka pengalihan kartu plasma 

sawit harus dipertegas di peraturan perundang-undangan. 

 

Kata Kunci (keyword): kartu plasma sawit, jaminan, perlindungan hukum 
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